









A. Teori Efektivitas Hukum 
       Saat kita membahas tentang efektivitas Hukum Administrasi Negara maka 
pertama kita perlu mengerti tentang pengertian hukum. Plato pernah berkata bahwa, 
“Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan 
teratur dan bersifat mengikat hakim dan masyarakat.”1. Kemudian Achmad Ali juga 
mendifinisikan hukum yaitu,  
    Hukum merupakan seperangkat norma mengenai apa yang benar dan salah, yang 
dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik yang tertuang dalam aturan 
tertulis maupun yang tidak, terikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara 
menyeluruh, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan norma itu.”2 
 
       Tidak berbeda jauh dengan Plato dan Achmad Ali, Mochtar Kusumaatmadja 
mengemukakan pengertiannya mengenai hukum seperti berikut, “ Hukum adalah 
keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam 
masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai 
lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan 
dalam masyarakat.”3 
       Sehingga dapat ditarik keimpulan bahwa hukum ialah seperangkat aturan, 
norma, atau kaidah-kaidah yang dibuat oleh pihak yang berwenang baik secara 
tertulis maupun tidak tertulis dan bersifat memaksa. 
                                                 
1







       Kedua, jika kita membahas terkait pengertian Hukum Administrasi 
Negara sendiri ialah : 
    Seperangkat peraturan hukum yang mengatur dan mengikat tentang bagaimana 
cara bekerjanya lembaga-lembaga atau alat-alat administrasi Negara dalam 
memenuhi tugas, fungsi, wewenang masing-masing, dan hubungan dengan lembaga 
atau alat perlengkapan Negara lain serta hubungan dengan masyarakat dalam 
melayani warga Negara. 
    Dalam arti luas Hukum Administrasi Negara terbagi menjadi hukum tata 
pemerintah, hukum tata usahan Negara dan Hukum administrasi Negara dalam arti 
sempit. Hukum administrasi Negara merupakan suatu bidang pengaturan hukum 




       Ketiga, saat kita membahas mengenai efektivitas hukum maka menurut 
Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 
5 (lima) faktor, yaitu : 
1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum. 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 




       Seperti yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto diatas maka akan penulis 
jelaskan kembali secara singkat mengenai kelima faktor tersebut, yaitu: 
       Pertama mengenai faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang, disini yang 
dimaksud dengan faktor undang-undang ialah bahwa dalam suatu penegakan hukum 
kita harus tahu bahwa undang-undang tersebut sudah benar atau tidak, sudah sesuai 
atau tidak karena sebagai obyek utama yang akan di teliti saat kita membahas 
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Grafindo Persada. Hal. 8. 
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tentang efektivitas hukum maka sudah pasti undang-undang adalah hal pertama 
yang harus di uji. Baik dalam pembuatan undang-undang tersebut dan isi di dalam 
undang-undang tersebut haruslah untuk kebaikan masyarakat sampai pada proses 
penerbitan undang-undang tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada. 
Barulah kita dapat menyimpulkan bahwa undang-undang tersebut susah sesuai 
denganyang diharapkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. 
       Kedua mengenai faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk 
maupun menerapkan hukum seperti yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto bahwa 
faktor penegak hukum memiliki peran yang penting dalam hal ini ialah pihak yang 
membuat sebuah undang-undang yaitu para anggota perwakilan rakyat. Para 
pembentuk undang-undang maupun yang menerapkan undang-undang tersebut 
dalam pembentukan tidak boleh mengabaikan aspek terkait fungsi serta manfaat 
dalam pembuatan sebuah peraturan perundang=undangan dan dalam penerapan 
hukum haruslah merata dimana tidak ada yang di kecualikan dalam hal penegakan 
serta harus tegas dalam memberikan sanksi baik itu berupa sanksi administrasi 
ataupun sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah 
mereka buat. Oleh karena itu faktor penegak hukum adalah faktor penting yang 
memiliki fungsi sebagai jembatan dimana hukum dan masyarakat dapat berjalan 
dengan selaras dimana tidak ada peraturan yang dilanggar atau keputusan yang 
merugikan masyarakat. 
       Ketiga mengenai sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan 
sebuah hukum maka penulis jelaskan bahwa dalam penegakan sebuah hukum yang 
dibutuhkan tidak hanya sebuah peraturan dan penegaknya saja namun juga 
fasilitasnya pun harus tersedia dengan baik. Jika kita berbicara mengenai sanksi 
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dalam sebuah penegakan peraturan perundang-undangan maka tidak hanya 
peraturannya saja yang harus diperhatikan namun faktor fasilitas pendukungnya 
juga harus diperhatikan apakah fasilitas tersebut sudah tersedia atau belum dan 
sudah berfungsi dengan baik atau belum, sebagai contoh jika kita ingin menerapkan 
sebuah peraturan perundang-undangan pada saat terdapat permasalahan dalam 
penegakannya maka kita membutuhkan sebuah pengadilan sebagai fasilitas yang 
dapat digunakan untuk menegakkan peraturan tersebut dimana undang-undang atau 
peraturan yang telah dibuat telah dilanggar oleh pihak tertentu dan disanalah 
pemerintah dapat menggunakan fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum 
tersebut. 
       Keempat mengenai faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum 
tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor ini adalah faktor dimana masyarakat 
haruslah mematuhi setiap peraturan yang telah ada atau yang telah dibuat oleh 
pemerintah untuk menciptakan ketertiban antar individu namun jika faktor ini tidak 
dapat berfungsi dengan baik maka dapat dipastikan jika ada yang salah baik 
mengenai faktor masyarakat atau faktor undang-undang atau faktor penegak hukum 
sendiri. Karena jika peraturan sudah dibuat dengan baik namun masyarakat tidak 
mau menjalankannya dengan baik maka tidak akan tercipta keselarasan dalam 
lingkungan masyarakat. Oleh karena itu faktor masyarakat yakni lingkungan dimana 
hukum tersebut berlaku atau diterapkan haruslah baik dalam artian masyarakat harus 
menjalankan dan mematuhi setiap peraturan yang ada. 
       Kelima yaitu faktor kebudayaan, jika Soejono Soekantao menyebutkan bahwa 
faktor ini mengenai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia 
di dalam pergaulan hidup. Maka penulis menjabarkan bahwa baik tentang peraturan 
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yang diciptakan atau dibuat pada setiap daerah yang berbeda pada dasarnya ialah 
untuk ketertiban masyarakat dan baik undang-undang, pemerintah, masyarakat, 
sarana dan prasarana haruslah berjalan dengan selaras. 
        Sehingga saat kita berbicara tentang efektivitas hukum terhadap Hukum 
Administrasi Negara maka kita mengkaji tentang bermanfaat atau tidaknya sebuah 
peraturan yang dibuat oleh pemerintah, khusunya Peraturan Daerah yang penulis 
bahas dalam tugas akhir ini dan juga faktor-faktor yang menghambat penegakan 
hukum tersebut baik itu dari sarana atau fasilitas serta masyarakat dan dalam ruang 
lingkup administrasi negara. 
B. Konsep Perizinan 
1. Pengerian Perizinan  
       Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku 
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
6
 Izin 
ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum 
administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga 
dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. 
Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas : 
a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, 
yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu 
yang mesti dilarang.  
b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, 
dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan 
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       Pada umumnya, sebuah izin terbuat dari : 
a. Larangan. 
b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).  
c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. 8 
Terdapat istilah lain yang mempunyai status yang sama dengan izin yaitu:  
a. Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu 
perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. 
Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu 
yang istimewa (relaxation legis). 
b. Lisensi adalah suatu suatu izin yang meberikan hak untuk menyelenggarakan 
suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang 
meperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan denngan izin 
khusus atau istimewa.  
c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di 
mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu 
menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak 
penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat 
pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi 





2. Macam-Macam Jenis Perizinan di Kota Batu 
Berdasarkan pada Peraturan Walikota Batu Nomor 30 Tahun 2017 
Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Dinas 
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota 
Batu, terdapat 74 macam izin dari 12 jenis izin yang dapat diurus oleh 
masyarakat Kota Batu. Jenis-jenis izin tersebut meliputi izin pada bidang : 
a. Penanaman Modal 
b. Penataan Ruang 
c. Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Pengairan dan Bina Marga 
d. Pendidikan 
e. Kesehatan 
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f. Perhubungan dan telekomunikasi 
g. Ketenagakerjaan 
h. Pariwisata dan kebudayaan 
i. Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM  
j. Pertanian 
k. Lingkungan hidup 
l. Pelayanan Non-Perizinan10 
 
Sebagai masyarakat yang baik maka kita haruslah taat pada peraturan 
yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu setiap kali kita melakukan suatu 
kegiatan baik itu di bidang penanaman modal, penataan ruang, pendidikan, 
kesehatan, kepariwisataan, perindustrian, perdagangan, ataupun pertanian  
maka kita wajib untuk memiliki sebuah izin terkait dengan kegiatan tersebut. 
Izin tersebut diberikan oleh pemerintah untuk melegalkan setiap kegiatan yang 
kita lakukan sehingga dalam pelaksanaanya tidak mengganggu kepentingan 
orang lain ataupun melanggar hak masyarakatpada umumnya. 
Jika kita ingin mengurus salah satu atau beberapa izin yang telah 
dikelompokkan dalam ke 12 jenis izin tersebut pada Dinas Pelayanan Perizinan 
Terpadu Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan 
Tenaga Kerja Kota Batu maka masyarakat Kota Batu terlebih dahulu harus 
mengurus sebuah izin yang berkaitan dengan izin kegiatan tersebut yaitu izin 
mendirikan bangunan. Sebab dalam melakukan kegiatan baik itu  dibidang 
penanaman modal, penataan ruang, pendidikan, kesehatan, kepariwisataan, 
perindustrian, ataupun pada bidang perdagangan maka masyarakat perlu 
adanya sebuah bangunan yang berfungsi sesuai dengan kegiatan yang akan 
dilakukannya. 
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Kita tidak bisa menggunakan bangunan yang berlainan fungsi dengan 
kegiatan kita, misalnya pada saat kita akan melakukan kegiatan pada bidang 
perdagangan namun bangunan yang kita gunakan masih berfungsi sebagai 
sebuah hunian atau tempat tinggal. Hal tersebut jelas melanggar aturan yang 
ditetapkan oleh pemerintah Kota Batu pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah 
Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan yang 
berbunyi sebagai berikut, “Perubahan fungsi bangunan yang telah ditetapkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dan 
penetapan kembali oleh Walikota.”11 
Pasal tersebut jelas memberitahu kita bahwa setiap izin yang 
menggunakan bangunan sebagai salah satu sarana atau prasarana dalam 
melakukan sebuah kegiatan harus sesuai dengan fungsi bangunannya. 
Perubahan fungsi pada sebuah bangunan yang diperuntukkan untuk kegiatan 
yang berbeda sudah pasti harus mendapatkan sebuah izin dan penetapan 
kembali oleh pemerintah, dalam hal ini maka pihak yang memanfaatkan 
bangunan haruslah mendapatkan izin yang baru terkait dengan bangunan yang 
diperuntukkan sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukannya. 
Kita ketahui bahwa dalam mendirikan sebuah bangunan maka setiap 
bangunan tersebut haruslah memiliki izin diberikan oleh Pemerintah Daerah 
kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan sebuah bangunan yang 
bertujuan agar bentuk bangunan, pelaksanaan pembangunan, serta bangunan 
tersebut sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan sesuai dengan 
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Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), 
Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 
Daerah dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati 
bangunan tersebut. Berkaitan dengan kegiatan masyarakat baik dibidang 
kesehatan, perkebunan, peternakan, ataupun perdagangan maka dibutuhkan 
juga pengurusan izin penyelenggaraan untuk kegiatan tersebut sehingga dalam 
pelaksanaan kegiatan praktek seorang bidan tidak mengganggu lingkungan 
sekitar.  
       Kita ketahui bahwa Kota Batu adalah Kota dengan pariwisata sebagai 
obyek utama pendapatan daerah dan mayoritas penduduknya bercocok tanam 
baik dengan tanaman hias ataupun tanaman produksi (buah-buahan serta 
sayuran) dan tidak dapat kita pungkiri bahwa sebagian besar penduduk Kota 
Batu bercocok tanam pada halaman rumah mereka atau pekarangan yang 
bersandingan dengan rumah mereka sendiri ataupun rumah tetangga sehingga 
dikhawatirkan jika dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat menimbulkan 
gangguan terhadap masyarakat sekitar.  
       Oleh karena itu diperlukan sebuah izin untuk mendirikan sebuah bangunan 
yang dimaksudkan untuk melindungi hak dari masyarakat lain dan memberikan 
sebuah izin dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Sama seperti halnya izin 
usaha diatas dalam hal ini  izin mendirikan bangunan juga diperlukan dalam 
mendirikan sebuah bangunan yang memiliki fungsi tunggal ataupun dapat 
berfungsi ganda/lebih dari satu fungsi. Baik itu berfungsi sebagai sebuah 
tempat tinggal ataupun sekaligus dengan usaha perternakan karena mayoritas 
penduduk selain berkebun juga berternak baik itu unggas, sapi atau kambing. 
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3. Pengertian Izin Mendirikan Bangunan 
       Untuk mendirikan sebuah bangunan khususnya pemukiman masyarakat 
maka yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan perizinan. Tidak hanya 
mengenai status kepemilikan hak atas tanahnya saja, namun juga terkait 
dengan status izin mendirikan bangunan yang dimiliki oleh pemegang hak atas 
tanah tersebut. Sehingga dalam mendirikan sebuah bangunan tidaklah hanya 
berdasar pada kepemilikan atas tanah saja, namun kita juga harus 
memperhatikan bentuk izin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. 
Sehingga dalam proses pembangunan tidak mendapatkan hambatan, khususnya 
terkait perizinan. 
       Menurut Ardrian Sutedi ia menjelaskan pengertian izin yaitu, “Izin 
(Vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-
undang/peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari 
ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.” 12 Dari 
penjelasan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa izin adalah keputusan yang 
diberikan oleh pemerintah terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan 
dengan larangan peraturan pemerintah. Atau seperti yang dijelaskan oleh 
Adrian Sutedi bahwa, “Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau 
pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.”13 Bagir Manan dalam makalahnya  
juga menyebutkan hal yang sama bahwa, “izin dalam artian luas berarti suatu 
persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk 
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memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara 
umum dilarang.”14 Didalam Ketentuan Umum Angka 51 Peraturan Daerah 
Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 sendiri dijelaskan bahwa :  
    Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah 
perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan 
untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau 
merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan 




       Oleh karena itu setiap pembangunan sebuah bangunan yang diperuntukkan 
baik itu untuk perumahan susun atau perumahan wisata (real estate) atau 
perumahan dengan tingkat kepadatan sedang ataupun rumah usaha, wajib 
untuk menaati Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Batu. 
4. Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan 
       Terkait dengan tata cara pengajuan IMB maka ada beberapa langkah yang 
harus dilakukan agar pemilik bangunan yang memiliki hak atas kepemilikan 
tanahnya. Langkah-langkah tersebut ialah sebagai berikut : 
a. Pemohon meminta informasi mengenai IMB kepada petugas loket 
informasi dan pengaduan;  
b. Pemohon mengajukan permohonan IMB ke Walikota melalui KPPT, 
dengan mengisi formulir dilengkapi persyaratan yang ditentukan;  
c. Petugas Pendaftaran menerima, meneliti berkas permohonan izin, dengan 
ketentuan:  
1) Bila dinyatakan lengkap dan syah diberikan tanda terima permohonan 
izin;  
2) Bila dinyatakan tidak lengkap dan syah dikembalikan kepada pemohon 
disertai penjelasannya;  
3) Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap, diterima oleh Pemroses 
IMB di Bagian Back Office, dengan ketentuan apabila:  
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a) tidak memerlukan peninjauan lapangan diproses lebih lanjut untuk 
diolah surat keputusan IMB;  
b) memerlukan peninjauan lapangan diserahkan ke Tim Teknis untuk 
diproses peninjauan lapangan oleh Tim Teknis ke lokasi.  
d. Permohonan yang dilakukan survei lapangan oleh tim teknis, dilakukan 
analisa dan diterbitkan rekomendasi tim teknis, untuk dikembalikan 
kepada pemroses IMB di Back Office:  
1) Permohonan dengan rekomendasi ditolak dikembalikan kepada 
pemohon, melalui loket informasi;  
2) Permohonan dengan rekomendasi Tim teknis diterima, diproses diolah 
surat IMB.  
e. Pemeriksaan dan pemaraf-an Naskah Dinas Izin PPT oleh Kasi 
Pembangunan kemudian diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala 
Kantor, melalui Subbag Tata Usaha KPPT Surat IMB yang telah 
ditandatangani oleh Kepala Kantor diregistrasikan dan diarsipkan;  
f. Penyampaian informasi kepada pemohon bahwa proses izin telah selesai 
oleh petugas informasi;  
g. Pemohon mengambil IMB telah selesai di loket penyerahan izin.16 
 
C. Tinjauan Terhadap Sanksi Dalam Hukum Administrasi Negara 
1. Pengertian Sanksi dalam Hukum Administrasi  
       Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekekuasaan yang bersifat 
hukum public yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas 
ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum 
administrasi Negara.” Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi 
dalam hukum administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (machtmiddelen), 
bersifat hukum publik (publiekrechtlijke), digunakan oleh pemerintah 




Sedangkan, pengertian sanksi dalam Hukum Administrasi Negara menurut 
beberapa ahli ialah :  
J.B.J.M. ten Berge : Sanksi merupakan inti dari penegakan hokum 
administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin 
penegakan hukum administrasi. 
P de Haan DKK : Dalam HAN, penggunaan sanksi administrasi 
merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di 
mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum 
administrasi tertulis dan tidak tertulis. 
                                                 
16
 Deddy Supriadi. 2015. Efektivitas Pasal 15 Ayat (5) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 
2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan Pemenuhan Persyaratan Adminisratif dan Teknis Bangunan. 
Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hal. 9. 
17
 Ramadhan syafruddin, http://ramadhansyafruddin.blogspot.com, diakses tanggal 5 juli 2018 
25 
 
J.J. Oosternbrink : Sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari 
hubungan antara pemerintah – warga negara dan yang 
dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan 





2. Macam-Macam Sanksi dalam Hukum Administrasi  
       Ada empat macam sanksi di dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu : 
a. Paksaan Pemerintahan (Bestuursdwang) 
'Paksaan pemerintahan merupakan tindakan nyata yang dilakukan 
organ pemerintah atau atas nama pemerintah untuk memindahkan, 
mengosongkan, menghalang-halangi, memperbaiki pada keadaan semula 
apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan 
dengan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan.  
b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan 
Penarikan kembali Ketetapan Tata Usaha Negara yang 
menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru 
yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi 
ketetapan yang terdahulu. 
c. Pengenaan Uang Paksa (Dwangsom) 
N.E. Algra, mempunyai pendapat tentang pengenaan uang paksa ini, 
menurutnya, bahwa uang paksa sebagai hukuman atau denda, jumlahnya 
berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayar karena tidak 
menunaikan, tidak sempurna melaksanakan atau tidak sesuai waktu yang 
ditentukan, dalam hal ini berbeda dengan biaya ganti kerugian, 
kerusakan, dan pembayaran bunga. 
 
d. Pengenaan Denda Administratif 
Pendapat P de Haan DKK menyatakan bahwa, terdapat perbedaan 
dalam hal pengenaan denda administratif ini, yaitu bahwa berbeda 
dengan pengenaan uang paksa yang ditujukan untuk mendapatkan situasi 
konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari 
sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk 
menambah hukuman yang pasti. Dalam pengenaan sanksi ini pemerintah 





       Khususnya tentang pelanggaran yang berkenaan dengan izin mendirikan 
bangunan. Seperti yang tertulis dalam Pasal 45 Undang-Undang Republik 







Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yang berbunyi 
sebagai berikut : 
(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. pembatasan kegiatan pembangunan; 
c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan 
pembangunan; 
d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan 
gedung; 
e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung; 
f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung; 
g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; 
h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau 
i. perintah pembongkaran bangunan gedung. 
(2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) 
dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun. 
(3) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan. 
(4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud 





      Dalam  113 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 
2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 
Tentang Bangunan Gedung juga disebutkan mengenai sanksi administratf yang 
berbunyi sebagai berikut : 
(1) Pemilik dan/atau pengguna yang melanggar ketentuan Peraturan  
pemerintah ini dikenakan sanksi administratif, berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. pembatasan kegiatan pembangunan; 
c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan 
pembangunan; 
d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan 
gedung; 
e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung; 
f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung; 
g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; 
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h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau 
i. perintah pembongkaran bangunan gedung. 
(2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari 
nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun. 
(3) Penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan pemerintah 
ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan 




       Hal serupa juga tertulis pada Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang berbunyi sebagai 
berikut: 
Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
61, dikenai sanksi administratif.
22
 
       Penjelasan mengenai sanksi administratif yang dimaksud dalam  62 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan 
Ruang dijelaskan dalam  63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 
Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang berbunyi sebagai berikut : 
       Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 
dapat berupa: 
a. peringatan tertulis; 
b. penghentian sementara kegiatan; 
c. penghentian sementara pelayanan umum; 
d. penutupan lokasi; 
e. pencabutan izin; 
f. pembatalan izin; 
g. pembongkaran bangunan; 
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    Sesuai dengan topik yang penulis teliti, yaitu terkait dengan sanksi 
pencabutan izin mendirikan bangunan yang telah diatur di dalam  190 ayat (1) 
huruf f Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin 
Mendirikan Bangunan di Kota Batu sebagai berikut: 
    Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan 
Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa : 
a. Peringatan tertulis; 
b. Pembatasan kegiatan pembangunan; 
c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan 
pembangunan; 
d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; 
e. Pembekuan IMB; 
f. Pencabutan IMB; 
g. Pembekuan SLF bangunan gedung; 
h. Pencabutan SLF bangunan gedung; atau 
i. Perintah pembongkaran bangunan gedung.24 
       Penjelasan umum tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi yang 
berupa pencabutan izin mendirikan bangunan di Kota Batu diatur dalam  81 (4) 
huruf e Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Izin 
Mendirikan Bangunan yang berbunyi sebagai berikut : 
      Pencabutan izin, meliputi langkah-langkah: 
a. Menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat 
yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang; 
b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, 
pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi 
pencabutan izin pemanfaatan ruang; 
c. Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai 
pengenaan sanksi pencabutan izin; 
d. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan 
permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan 
untuk melakukan pencabutan izin; 
e. Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin 
menerbitkan keputusan pencabutan izin; 
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f. Memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah 
dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan 
ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan 
g. Apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan 
pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang 
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